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ABSTRAK

TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMINDAHAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

OLEH:

FAUZIARAHMI
NIM : 01870623845

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Tampan pada April 2021 hingga selesai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui tentang Tata Cara Pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib
Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP Pratama Lain. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Yang metode
pengumpulan datanya dengan cara wawancara, dokumentasi dan analisis data.
Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan tentanng Tata Cara Pemindahan NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP
Pratama Lain. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang
dilakukan penulis yaitu pemindahan NPWP masih mengalami kendala vaitu
kekurangan kemauan dari wajib pajak untuk mengetahui bahwa pemindahan
NPWP harus di laporkan sehingga tidak perlu membuat NPWP baru yang akan
menyebabkan terjadinya tunggakan pajak yang merugikan wajib pajak itu sendiri.

Kata Kunci : NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peranan pajak sebagai penerimaan dalam negeri semakin besar. Hal ini
ditunjukkan dengan meningkatnya rencana penerimaan negara yang berasal
dari pajak sebagai sumber utama anggaran pembangunan. Berdasarkan
Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Perpajakan Pasal | dinyatakan Kontribusi wajib kepada Negarayang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Perpajakan yang berlaku saat ini menganut self assessmentsystem,
yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepadaWajib Pajak(WP)
untuk mementukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, mulai dari
menetapkan, menghitung, menyetor, sampai melaporkan sendiri pajak yang
terhutang. Dalam system ini kewenangan sepenuhnya diberikan kepada wajib
pajak, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat
dilaksankan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk
dipahami oleh anggota masyaratakat. Sedangkanfiskus hanya mengawasi, guna
menghindari kesalahan dalam tata cara atau proses pengadministrasian
pelaporan pembayaran pajak. Sarana ini diperlukan untuk wajib pajak dalam
memenuhi seluruh kewajiban adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak(NPWP).



Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan
kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam
melaksanan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor Pokok wajib pajak (NPWP)
merupakan identitas yang sangat diperlukan oleh setiap wajib pajak.

Permasalahan yang akan dibahas : “Setiap wajib pajak wajib
mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kependudukan wajib pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimana NPWP juga
dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan.

Dalam hal berhubungan dengan NPWP penulis akan melakukan
penelitian di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dikarenakan cukup banyaknya
wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPP

Pratama Pekanbaru Tampan, jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah sebagai

berikut :
Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP
Pratama Pekanbaru Tampan
Tahun Jumlah WP Penambahan WP
Pertahun
2018 204.819 12.738
2019 216.614 11.795
2020 246.229 29.615

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Tahun 2018-2020

Berdasarkan data diatas, jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP

Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

mengalami penambahan, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang




sangat drastis.Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib
pajak diwajibkan mencatumkan NPWP yang dimilikinya dan apabila wajib
pajak yang terdapat dalam tata usaha Direktorat Jendral Perpajakan atau Kantor
Pelayanan Pajak Pratama dan telah diberikan NPWP, karena sesuatu hal pindah
tempat kependudukan kewilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain,
maka wajib pajak tersebut diwajibkan mengisi surat pemberitahuan pindah
yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lama untuk kemudian diproses
dan wajib pajak tersebut akan terdaftar dikantor Pelayanan Pajak Pratama yang
baru.

Pada dasarnya NPWP dapat dilakukan pemindahan sesuai dengan
Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-04/PJ/2020 dan diperkuat dengan surat
edaran SE-60/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor
Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak.

Pemindahan NPWP ini di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya
sebagai berikut :

a) Jika Wajib Pajak berpindah domisili keluar dari wilayah KPP lama.
b) Jika perusahaan (badan) tidak lagi aktif berdomisili di alamat yang sesuai
pada NPWP perusahaan tersebut.
Berdasarkam dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru
Tampan, jumlah wajib pajak yang telah melakukan pemindahan NPWP adalah

sebagai berikut :



Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak yang Telah Melakukan Pemindahan NPWP
Dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP Pratama lain

Tahun Jumlah Wajib Pajak yang Pindah
2018 236
2019 634
2020 175

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan,Tahun 2018-2020

Dari tabel diatas bisa kita lihat pemindahan NPWP paling banyak terdapat
pada tahun 2019 yang berjumlah 634 sedang di tahun 2018 hanya sebanyak
236 dan di tahun 2020 sebanyak 175. Namun, saat ini banyak wajib pajak yang
tidak mengetahui bahwa pemindahan NPWP harus dilaporkan sehingga tidak
perlu membuat NPWP baru.

Oleh karena itu, berangkat dari pengalaman pribadi penulis yang
mendapati banyaknya wajib pajak yang bingung dan tidak mengerti akan
langkah yang harus dilakukan terhadap NPWP sebagai sarana administrasi
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan saat pindah alamat atau
tempat kedudukan. Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik memutuskan
untuk mengangkat judul penelitian tugas akhir, yaitu “Tata Cara
Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang
ditemukan vyaitu :
1. Bagaimana tata cara administrasi pemindahan nomor pokok wajib pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pekanbaru tampan?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam tata cara penyelesaian



administrasi pemindahan nomor pokok wajib pajak di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan?

Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala
dalam tata cara penyelesaian administrasi pemindahan nomor pokok
wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru

Tampan?

1.3 TUJUAN

1.

2.

Adapun tujuan dari laporan tugas akhir adalah:

Untuk mengetahui tata cara administrasi pemindahan nomor pokok wajib
pajak pada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.
Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam tata cara
penyelesaian administrasi pemindahan nomor pokok wajib pajak di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru.

Untuuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi
kendala-kendala dalam tata cara penyelesaian administrasi pemindahan
nomor pokok wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Tampan Pekanbaru.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a.

Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang
tata cara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP

Pratama Prekanbaru Tampan ke KPP Pratama lainnya.



b. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan tata cara
pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dimasa yang akan
datang.

c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi D3
Administrasi Perpajakan dalam memahami tata cara pemindahan NPWP
(Nomor Pokok Wajib pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke

KPP Pratama lainnya.

1.5 METODE PENELITIAN
1.5.1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
1.5.2. Waktu Penelitian
Penelitian inimulai dilakukan pada bulan bulan April 2021 — Juli tahun
2021.
1.5.3. Jenis dan Sumber Data
Data sekunder adalah yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru
Tampan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan
yang diteliti dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.
1.5.4. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara
Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara
langsung kepada Staff Pelaksana TPT (Tempat Pelayanan Terpadu)

KPP Pratama Pekanbaru.



b. Dokumentasi
Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui
pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang
tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk
mendukung data yang sudah ada.

c. Analisis Data
Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah
didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan

ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat

bab, yaitu dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan
masalah, tujuan dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian

dan sistematika penulisan.

BABIl: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian
yang meliputi sejarah singkat KPP Pratama Pekanbaru Tampan,
Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan, struktur

organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan.



BAB 111 :

BAB IV :

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan teori-teori dan praktek yang mendukung
penelitian yang meliputi : Pengertian pajak, ciri-ciri pajak, fungsi
pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, kewajiban wajib
pajak, pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fungsi
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara membuat Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sanksi pelanggaran Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP), penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara
perubahan data wajib pajak dan pengusaha kena pajak, tata cara
pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak dan
pengusaha kena pajak dari, pajak menurut Syariah, Tata cara
administrasi pemindahan NPWP dari KPP Pratama Pekanbaru
Tampan ke KPP lain, Kendala yang dihadapi dalam tata cara
penyelesaian administrasi pemindahan NPWP di KPP Pratama
Pekanbaru Tampan, Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama
Pekanbaru Tampan untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Hal-
hal yang bersangkutan dalam proses pemindahan NPWP di KPP
Pratama Pekanbaru Tampan.

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB Il

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 SEJARAH SINGKAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

PEKANBARU TAMPAN

KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada
masyarakat di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.KPP
Pratama Pekanbaru Tampan dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama
Pekanbaru Tampan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung
tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan
mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan
wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi
dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru
Tampan adalah sebagian wilayah kota Pekanbaru yang meliputi 5 kecamatan

sebagai berikut :



1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Payung Sekaki
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Bukit Raya
5. Kecamatan Sukajadi

Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPP
Pratama Pekanbaru Tampan adalah wilayah pengembangan kota Pekanbaru
dengan kegiatan bisnis yang berkembang pesat di bidang pemerintahan,
perdagangan dan jasa. Saat ini, KPP Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di

Jalan Ring Road Arengka Il (Jalan SM Amin), Pekanbaru, Riau.

2.2 VISI DAN MISI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PEKANBARU TAMPAN

2.2.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan
Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi

menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

2.2.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi direktorat jenderal pajak dalam

rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri

dengan :

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang

tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan

kewajiban perpajakan.

10



3. Aparatur pajak yang berintegritas,kompeten, dan professional.

4. Kompensasi yang kompetatif berbasis sistem manajemen kinerja.

2.3

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Adapun bagian / unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan adalah sebagai berikut :

1

2.

3.

. Kepala Kantor.

Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal.
Kasi Pengolahan Data dan Informasi.

. Kasi Pelayanan.

. Kasi Penagihan.

. Kasi Pemeriksaan.

. Kasi Ekstensifikasi.

. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I,11,111,1V.

. Kasi Fungsional.

11



BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di KPP Pratama
Pekanbaru Tampan dapat disimpulkan bahwa tata cara pemindahan NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak) bisa dikatakan baik. Karena tata cara pemindahan
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan
masih mengacu pada regulasi yang mengatur sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Pembarian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha
dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan
Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

2. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ditemukan beberapa kendala
yang di hadapi dalam proses pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru
Tampan, yaitu;

a. Jaringan yang tidak stabil dan sistem di website perekaman
permohonan yang terkadang terdapat gangguan.

b. Lamanya pengiriman berkas oleh pihak ke-tiga yaitu jasa kurir yang
telah diberikan kepercayaan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke
KPP baru.

c. Lamanya pemberitahuan disampaikan kepada KPP Pratama Pekanbaru

Tampan oleh KPP baru.
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d. Banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti tata cara pemindahan
NPWP dan tidak mengetahui kemudahan yang telah disediakan oleh
KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam hal proses pemindahan NPWP.

e. Masih banyak masyarkat yang tidak tahu bahwa pemindahan NPWP
tidak harus datang langsung ke KPP terdaftar dan permohonan
pemindahan NPWP dapat dikirimkan melalui kantor pos atau fax email.

3. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan
untuk mengatasi kendala layanan sistem secara online, yaitu;

a. Untuk mengatasi layanan sistem secara online dapat dilakukan dengan
melaporkan permasalahan melalui layanan sistem online internal yang
disediakan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan yang
bernama lasis online .

b. KPP Pratama Pekanbaru Tampan harusnya melaksanakan sosialisasi
dan memberikan himbauan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk
dapat melakukan pemindahan NPWP jika telah memenuhi persyaratan

yang telah ditetapkan.

4.2 SARAN
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan diharapkan untuk
mempermudah bahasa dalam tata cara pemindahan NPWP agar masyarakat
awam mudah memahinya, dan melaksankan sosialisasi dan juga
memberikan himbauan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk dapat
melakukan pemindahan NPWP Ketika telah memenuhi kriteria yang di

sampaikan KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
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Hal : Izin Penelitian
Kepada
Yth. Kepala
Kantor Wilayah .
Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau
J1. Jenderal Sudirman No. 247
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Fauzia Rahmi
NIM. : 01870623845
Jurusan : D-III Perpajakan

Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian
dengan judul: “Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor
Pokok Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Tampan”, Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan

Dekan,

3
r. Drs. H. Mub. aid HM, M.Ag,
P. 19620512 19§903 1 003




Draft Wawancara
Fauzia Rahmi (UIN Suska)
Seksi Pelayanan

1. Bagaimana tata cara penyelesaian adminitrasi pemindahan nomor
pokok wajib pajak (NPWP)pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
(KPP) Pekanbaru Tampan?

- Pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan berpedoman pada
PER-04/PJ/2020, dimana :

Permohonan Pemindahan NPWP di KPP Lama

1. Wajib pajak mengisi Formulir Pemindahan wajib pajak dengan lengkap
dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada
Petugas Pendaftaran KPP Lama.

2. Petugas Pendaftaran KPP Lama menerima Formulir Pemindahan wajib
pajak dan dokumen pendukung, serta meneliti:

a. kelengkapan dan kesesuaian isian formulir; dan
b. kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.

3. Berdasarkan penelitian, dalam hal permohonan wajib pajak:
a. dinyatakan lengkap, Petugas Pendaftaran KPP Lama:

1) menerbitkan BPS dan LPAD, menyerahkan BPS kepada
wajib pajak, dan menggabungkan LPAD dengan berkas
permohonan, untuk permohonan yang disampaikan secara
langsung; atau

2) menerbitkan BPS dan LPAD, mengarsipkan BPS, dan
menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk
permohonan yang disampaikan melalui
pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir;

atau
b. dinyatakan belum lengkap, Petugas Pendaftaran KPP Lama:
1) mengembalikan permohonan kepada wajib pajak, untuk permohonan yang
disampaikan secara langsung; atau
2) mengembalikan permohonan dengan menyampaikan Surat Pengembalian
Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos,
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
4. Petugas Pendaftaran KPP Lama menyampaikan berkas permohonan kepada Kasi

Pelayanan KPP Lama.

5. Kasi Pelayanan KPP Lama menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama untuk
membuat konsep surat tugas penelitian bagi Petugas Penelitian Lapangan KPP Lama,
dengan memperhatikan Assignment wajib pajak, wilayah kerja, serta kompetensi dan
beban kerja pegawai yang ditunjuk.

6. Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama membuat dan menyampaikan konsep surat tugas
penelitian kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.

7. Kasi Pelayanan KPP Lama meneliti dan memaraf konsep surat tugas penelitian dan
menyampaikannya kepada Kepala KPP Lama.

8. Kepala KPP Lama meneliti dan menandatangani konsep surat tugas penelitian serta

menyerahkannya kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Berdasarkan surat tugas penelitian, Petugas Penelitian Lapangan KPP Lama:

a. melakukan penelitian administrasi perpajakan dan/atau melakukan konfirmasi
lapangan untuk memastikan wajib pajak tidak lagi berada di wilayah kerja KPP
Lama dan/atau tidak melakukan kegiatan usaha di lokasi, serta meneliti status
pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak;

b. membuat LHPt dan/atau uraian singkat profil wajib pajak; dan

c. menyampaikan LHPt kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.

Kasi Pelayanan KPP Lama menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Lama untuk merekam

LHPt.

Berdasarkan LHPt, Petugas Pendaftaran KPP Lama menindaklanjuti dengan memastikan

pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan sesuai batas waktu:

a. dalam hal permohonan belum lewat waktu, Petugas Pendaftaran KPP Lama:
1) mencetak konsep Surat Pindah, untuk permohonan yang diterima; atau
2) mencetak konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, untuk

permohonan yang ditolak;

atau

b. dalam hal permohonan lewat waktu, Petugas Pendaftaran KPP Lama mencetak
konsep Surat Pindah dan Berita Acara Pemindahan Tempat wajib pajak Terdaftar
Melewati Batas Waktu.

Petugas Pendaftaran KPP Lama menyampaikan konsep Surat Pindah, konsep Surat

Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan/atau Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib

Pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.

Kasi Pelayanan KPP Lama meneliti dan menandatangani konsep Surat Pindah, konsep

Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan/atau Berita Acara Pemindahan Tempat

Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu, kemudian menyerahkannya kembali

kepada Petugas Pendaftaran KPP Lama.

Petugas Pendaftaran KPP Lama menatausahakan:

a. Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu;
dan/atau

b. Surat Pindah atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan
menyampaikannya kepada wajib ajak serta menyampaikan Surat Pindah melalui
fax atau sarana elektronik lainnya ke KPP Baru.

Berdasarkan Surat Pindah, Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama:

a. menyiapkan dokumen dan berkas Wajib Pajak untuk dikirimkan ke KPP Baru,
termasuk uraian singkat profil Wajib Pajak dan dokumen permohonan lain di
bidang perpajakan yang telah disampaikan ke KPP Lama namun belum
diselesaikan;

b. mencetak konsep surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a,

serta menyampaikannya ke Kasi Pelayanan KPP Lama.

Kasi Pelayanan KPP Lama:
a. meneliti dokumen dan berkas wajib pajak; dan

b. meneliti serta menandatangani konsep surat pengantar pengiriman
dokumen dan berkas wajib pajak,
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serta menyerahkannya kepada Petugas Pendaftaran KPP Lama.

Petugas Pendaftaran KPP Lama mengirimkan tembusan Surat Pindah,
surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas wajib pajak, serta
dokumen dan berkas wajib pajak ke KPP Baru.

Kepala KPP Baru menugaskan Kasi Pelayanan KPP Baru untuk

menindaklanjuti tembusan Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat Pindah

dari wajib pajak.

Kasi Pelayanan KPP Baru menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Baru

untuk meneliti dan menindaklanjuti tembusan Surat Pindah dari KPP Lama

atau Surat Pindah dari wajib pajak.

Petugas Pendaftaran KPP Baru:

a. meneliti informasi pemindahan wajib pajak pada Aplikasi Registrasi
atau Surat Pindah dari KPP Lama atau dari wajib pajak dan
menindaklanjuti dengan mencetak kartu NPWP;

b. menyampaikan Kartu NPWP kepada wajib pajak; dan

C. menatausahakan dokumen Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat
Pindah dari wajib pajak.

Dalam hal pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan terhadap

wajib pajak yang tidak berstatus PKP, atau berstatus PKP namun belum

memiliki Akun PKP Aktif, proses selesai.

Dalam hal pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan terhadap

wajib pajak dengan status PKP dan telah memiliki Akun PKP Aktif, Kasi

Pelayanan KPP Baru menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Baru

untuk membuat konsep surat tugas penelitian lapangan bagi Petugas

Penelitian Lapangan KPP Baru, dengan memperhatikan Assignment wajib

pajak, wilayah kerja, serta kompetensi dan beban kerja pegawai yang

ditunjuk.

Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Baru mencetak konsep surat tugas

penelitian lapangan dan menyampaikan kepada Kasi Pelayanan KPP

Baru.

Kasi Pelayanan KPP Baru meneliti dan memaraf konsep surat tugas

penelitian lapangan serta menyampaikannya kepada Kepala KPP Baru.

Kepala KPP Baru menyetujui dan menandatangani konsep surat tugas

penelitian lapangan dan menyerahkannya kepada Kasi Pelayanan KPP

Baru.

Kasi Pelayanan KPP Baru menyerahkan surat tugas penelitian lapangan

kepada Petugas Penelitian Lapangan KPP Baru.

Berdasarkan surat tugas penelitian lapangan, Petugas Penelitian

Lapangan KPP Baru:

a. melakukan penelitian administrasi perpajakan dan konfirmasi
lapangan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan
usaha/kegiatan wajib pajak;

b. membuat LHPt; dan

C. menyampaikan LHPt kepada Kasi Pelayanan KPP Baru.

Kasi Pelayanan KPP Baru menelaah dan menandatangani LHPt, serta

menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Baru untuk menindaklanjuti

dengan:

a. menatausahakan dokumen, dalam hal LHPt menyatakan bahwa
tempat kegiatan usaha sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,;
atau

b. melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan, dalam hal

LHPt menyatakan bahwa tempat kegiatan usaha tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya.
Proses selesai.

- Pemindahan NPWP di KPP Baru

1.

Wajib pajak mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap dan
benar dan menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada Petugas
Pendaftaran KPP Baru atau KP2KP Baru.

Petugas Pendaftaran KPP Baru menerima Formulir Pemindahan Wajib
Pajak dan dokumen pendukung, serta meneliti:

a. kelengkapan dan kesesuaian isian formulir; dan

b. kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.
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Berdasarkan penelitian, dalam hal permohonan wajib pajak:

a. dinyatakan lengkap, Petugas Pendaftaran KPP Baru atau KP2KP
Baru melakukan upload dokumen pada Aplikasi Registrasi,
kemudian menerbitkan dan menyerahkan BPS kepada wajib pajak;
atau

b. dinyatakan belum lengkap, Petugas Pendaftaran KPP Baru atau
KP2KP Baru:

1) mengembalikan permohonan kepada wajib pajak, untuk
permohonan yang disampaikan secara langsung; atau

2) mengembalikan permohonan dengan menyampaikan Surat
Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang
disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau
jasa kurir.

Kepala KPP Baru atau KP2KP Baru meneruskan permohonan wajib pajak

sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a melalui Aplikasi Registrasi

kepada Kepala KPP Lama.

Petugas Pendaftaran KPP Lama memantau informasi permohonan

pemindahan tempat wajib pajak terdaftar yang disampaikan ke KPP Baru

atau KP2KP Baru pada Aplikasi Registrasi setiap hari kerja, mencetak
permohonan wajib pajak, dan meneruskan permohonan kepada Kasi

Pelayanan KPP Lama.

Kasi Pelayanan KPP Lama menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan KPP

Lama untuk membuat konsep surat tugas penelitian bagi Petugas Penelitian

Lapangan KPP Lama, dengan memperhatikan Assignment wajib pajak,

wilayah kerja, serta kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.

Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama membuat dan menyampaikan

konsep surat tugas penelitian kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.

Kasi Pelayanan KPP Lama meneliti dan memaraf konsep surat tugas

penelitian dan menyampaikannya kepada Kepala KPP Lama.

Kepala KPP Lama meneliti dan menandatangani konsep surat tugas

penelitian serta menyerahkannya kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.

Berdasarkan surat tugas penelitian, Petugas Penelitian Lapangan KPP

Lama:

a. melakukan penelitian administrasi perpajakan dan/atau melakukan
konfirmasi lapangan untuk memastikan wajib pajak tidak lagi berada
di wilayah kerja KPP Lama dan/atau tidak melakukan kegiatan usaha
di lokasi, serta meneliti status pelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakan wajib pajak;

b. membuat LHPt dan/atau uraian singkat profil wajib pajak; dan

C. menyampaikan LHPt kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.

Kasi Pelayanan KPP Lama menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Lama

untuk merekam LHPt.

Berdasarkan LHPt, Petugas Pendaftaran KPP Lama menindaklanjuti

dengan memastikan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan

sesuai batas waktu:

a. dalam hal permohonan belum lewat waktu, Petugas Pendaftaran
KPP Lama:
1) mencetak konsep Surat Pindah, untuk permohonan yang
diterima; atau
2) mencetak konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat
Dipindah, untuk permohonan yang ditolak;
atau
b. dalam hal permohonan lewat waktu, Petugas Pendaftaran KPP

Lama mencetak konsep Surat Pindah dan Berita Acara Pemindahan
Tempat wajib pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu.
Petugas Pendaftaran KPP Lama menyampaikan konsep Surat Pindah,
konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan/atau Berita Acara
Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu kepada
Kasi Pelayanan KPP Lama.
Kasi Pelayanan KPP Lama meneliti dan menandatangani konsep Surat
Pindah, konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan/atau
Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas
Waktu, kemudian menyerahkannya kembali kepada Petugas Pendaftaran
KPP Lama.
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Petugas Pendaftaran KPP Lama menatausahakan:

a. Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati
Batas Waktu; dan/atau

b. Surat Pindah atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan
menyampaikannya kepada wajib pajak serta menyampaikan Surat
Pindah melalui fax atau sarana elektronik lainnya ke KPP Baru.

Berdasarkan Surat Pindah, Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama:

a. menyiapkan dokumen dan berkas wajib pajak untuk dikirimkan ke
KPP Baru, termasuk uraian singkat profil wajib pajak dan dokumen
permohonan lain di bidang perpajakan yang telah disampaikan ke
KPP Lama namun belum diselesaikan;

b. mencetak konsep surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas
wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

serta menyampaikannya ke Kasi Pelayanan KPP Lama.

Kasi Pelayanan KPP Lama:
a. meneliti dokumen dan berkas wajib pajak; dan

b. meneliti serta menandatangani konsep surat pengantar pengiriman
dokumen dan berkas wajib pajak,
serta menyerahkannya kepada Petugas Pendaftaran KPP Lama.

Petugas Pendaftaran KPP Lama mengirimkan tembusan Surat Pindah,
surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas wajib pajak, serta
dokumen dan berkas wajib pajak ke KPP Baru.

Kepala KPP Baru menugaskan Kasi Pelayanan KPP Baru untuk

menindaklanjuti tembusan Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat Pindah

dari wajib pajak.

Kasi Pelayanan KPP Baru menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Baru

untuk meneliti dan menindaklanjuti tembusan Surat Pindah dari KPP Lama

atau Surat Pindah dari wajib pajak.

Petugas Pendaftaran KPP Baru:

a. meneliti informasi pemindahan Wajib Pajak pada Aplikasi Registrasi
atau Surat Pindah dari KPP Lama atau dari Wajib Pajak dan
menindaklanjuti dengan mencetak kartu NPWP;

b. menyampaikan Kartu NPWP kepada wajib pajak; dan

C. menatausahakan dokumen Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat
Pindah dari wajib pajak.

Dalam hal pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan terhadap

wajib pajak yang tidak berstatus PKP, atau berstatus PKP namun belum

memiliki Akun PKP Aktif, proses selesai.

Dalam hal pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan terhadap

wajib pajak dengan status PKP dan telah memiliki Akun PKP Aktif, Kasi

Pelayanan KPP Baru menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Baru

untuk membuat konsep surat tugas penelitian lapangan bagi Petugas

Penelitian Lapangan KPP Baru, dengan memperhatikan Assignment wajib

pajak, wilayah kerja, serta kompetensi dan beban kerja pegawai yang

ditunjuk.

Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Baru mencetak konsep surat tugas

penelitian lapangan dan menyampaikan kepada Kasi Pelayanan KPP

Baru.

Kasi Pelayanan KPP Baru meneliti dan memaraf konsep surat tugas

penelitian lapangan serta menyampaikannya kepada Kepala KPP Baru.

Kepala KPP Baru menyetujui dan menandatangani konsep surat tugas

penelitian lapangan dan menyerahkannya kepada Kasi Pelayanan KPP

Baru.

Kasi Pelayanan KPP Baru menyerahkan surat tugas penelitian lapangan

kepada Petugas Penelitian Lapangan KPP Baru.

Berdasarkan surat tugas penelitian lapangan, Petugas Penelitian

Lapangan KPP Baru:

a. melakukan penelitian administrasi perpajakan dan konfirmasi
lapangan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan
usaha/kegiatan wajib pajak;

b. membuat LHPt; dan

C. menyampaikan LHPt kepada Kasi Pelayanan KPP Baru.



29. Kasi Pelayanan KPP Baru menelaah dan menandatangani LHPt, serta
menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Baru untuk menindaklanjuti

dengan:

a. menatausahakan dokumen, dalam hal LHPt menyatakan bahwa
tempat kegiatan usaha sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
atau

b. melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan, dalam hal

LHPt menyatakan bahwa tempat kegiatan usaha tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya.
30. Proses selesai.

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam tata cara
penyelesaian administrasi pemindahan NPWP di KPP Pratama

Pekanbaru Tampan?
a. Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang pertama, yaitu;

Jaringan yang tidak stabil dan sistem di website perekaman permohonan yang terkadang

terdapat gangguan

Lamanya pengiriman berkas oleh pihak ke-tiga yaitu jasa kurir yang telah diberikan

kepercayaan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP baru

Lamanya pemberitahuan disampaikan kepada KPP Pratama Pekanbaru Tampan oleh

KPP baru

b. Kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, yaitu;

- Banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti tata cara pemindahan NPWP dan
tidak mengetahui kemudahan yang telah disediakan oleh KPP Pratama
Pekanbaru Tampan dalam hal proses pemindahan NPWP

- Masih banyak masyarkat yang tidak tahu bahwa pemindahan NPWP tidak
harus datang langsung ke KPP terdaftar dan permohonan pemindahan NPWP

dapat dikirimkan melalui kantor pos atau fax email

Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala
dalam tata cara penyelesaian administrasi pemindahan NPWP di

KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?

- Untuk mengatasi layanan sistem secara online dapat dilakukan dengan melaporkan
permasalahan melalui layanan sistem online internal yang disediakan oleh Direktorat
Teknologi Informasi Perpajakan yang bernama lasis online

- KPP Pratama Pekanbaru Tampan harusnya melaksanakan sosialisasi dan
memberikan himbauan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk dapat melakukan
pemindahan NPWP jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

Bagaimana tata cara Permohonan Pindah di KPP Lama ?

- Wajib pajak mengambil antrian online melalui kunjung.pajak.go.id

- Wajib pajak mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap dan benar
dan menyerahkan formulir dandokumen pendukung kepada Petugas Pendaftaran



KPP Lama.

Petugas Pendaftaran KPP Lama menerima Formulir Pemindahan Wajib Pajak dan
dokumen pendukung, sertameneliti kelengkapan dan kesesuaian isian formulir dan
kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.

Apabila persyaratan telah sesuai, Petugas pendaftaran menerbitkan Bukti
Penerimaan Surat Untuk Wajib Pajak, dan apabila tidak lengkap petugas akan
mengembalikan berkas kepada wajib pajak.

Penerbitan Surat Pindah atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah oleh KPP
Lama dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan BPE/BPS.
Penerbitan Kartu NPWP oleh KPP Baru dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja
setelah Surat Pindah diterima KPP Baru.

Pelaksanaan penelitian lapangan oleh KPP Baru dilakukan paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah Surat Pindah diterima KPP Baru ( Untuk wajib pajak yang pindah
berstatus PKP )

Bagaimana tata cara Pindah Masuk di KPP Baru ?

Wajib pajak mengambil antrian online melalui kunjung.pajak.go.id

Wajib pajak mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap dan benar
dan menyerahkan formulir dandokumen pendukung kepada Petugas Pendaftaran
KPP Baru.

Petugas Pendaftaran KPP Baru menerima Formulir Pemindahan wajib pajak dan
dokumen pendukung, sertameneliti kelengkapan dan kesesuaian isian formulir dan
kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.

Apabila persyaratan telah sesuai, Petugas pendaftaran menerbitkan Bukti
Penerimaan Surat Untuk Wajib Pajak, dan apabila tidak lengkap petugas akan
mengembalikan berkas kepada wajib pajak.

Permohonan pemindahan NPWP yang diterima dan diinput ke sistem oleh petugas
di KPP Baru akan otomatis masuk ke sistem ereg petugas pendaftaran di KPP Lama
untuk ditindaklanjuti

Penerbitan Surat Pindah atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah oleh KPP
Lama dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan BPE/BPS.
Penerbitan Kartu NPWP oleh KPP Baru dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja
setelah Surat Pindah diterima KPP Baru.

Pelaksanaan penelitian lapangan oleh KPP Baru dilakukan paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah Surat Pindah diterima KPP Baru ( Untuk wajib pajak yang pindah
berstatus PKP)

Seksi/Unit Kerja mana yang mengurus pemindahan NPWP di KPP
Pekanbaru Tampan ?

Untuk penyelesaian permohonan pemindahan NPWP dilakukan oleh Seksi
Pelayanan

Apa saja syarat melakukan pemindahan NPWP di KPP Pratama
Pekanbaru Tampan ?

Formulir permohonan
Dokumen pendukung ( Fotokopi KTP di alamat baru untuk WP OP, Surat keterangan
Domisili Usaha/NIB/SIUP/SITU di alamat baru untuk WP Badan )

Bagaimana kriteria wajib pajak yang mengajukan pemindahan NPWP di
KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?



kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat mengajukan permohonan pemindahan
NPWP ke wilayah kerja KPP sesuai dokumen pendukung, begitu pula sebaliknya.

Wajib pajak yang berdasarkan dokumen pendukung sudah berada di luar wilayah
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